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ABSTRAK

Permasalahan yang di teliti adalah bagaimanakah penerapan asas itikad baik
dalam perjanjian asuransi sejahtera mapan AXA mandiri cabang Kota Pekanbaru.
Bagaimana hambatan penerapan asas itikad baik dalam perjanjian asuransi
sejahtera mapan AXA mandiri cabang Kota Pekanbaru. Bagaimana upaya yang
dilakukan untuk mengatasi hambatan penerapan asas itikad baik dalam perjanjian
asuransi sejahtera mapan AXA mandiri cabang Kota Pekanbaru. Tujuan untuk
menjelaskan penerapan asas itikad baik dalam perjanjian asuransi sejahtera mapan
AXA mandiri cabang Kota Pekanbaru. Untuk menjelaskan hambatan penerapan
asas itikad baik dalam perjanjian asuransi sejahtera mapan AXA mandiri cabang
Kota Pekanbaru. Untuk menjelaskan upaya yang dilakukan untuk mengatasi
hambatan Penerapan asas itikad baik dalam perjanjian asuransi sejahtera mapan
AXA mandiri cabang Kota Pekanbaru.Metode penelitian ini dilakukan secara
langsung di lapangan sesuai dengan jenis penilitian yaitu penelitian hukum
sosiologis. Hasi penelitian diketahui bahwa pelaksanaan penerapan asas itikad
baik dalam perjanjian asuransi sejahtera mapan Axa Mandiri cabang Kota
Pekanbaru belum terlaksana dikarenakan adanya itikad baik dari Faktor internal
yaitu petugas Finance Advisor Axa yang tidak menyampaikan secara jujur tentang
resiko penutupan Polis asuransi sebelum jangka waktu yang disepakati dan faktor
eksternal dari nasabah dalam mengklaim asuransinya memberikan keterangan
yang tidak jujur untuk mendapatkan keuntungan. Hambatan dari faktor internal
muncul dari adanya pencapaian target yang wajib bagi setiap Finance Advisor
sehingga dengan itikad buruk mengelabui nasabah agar mau membuat atau masuk
dalam asuransi, sedangkan faktor eksternal dari nasabah yaitu kurangnya minat
membaca polis asuransi sehingga minim pemahaman terkait resiko penutupan
polis sebelum waktu yang disepakati. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi
hambatan secara internal yaitu dengan memberikan sanksi bagi Finance Advisor
yang beritikad buruk terhadap nasabah sedangkan dari faktor eksternal yaitu
dengan memberikan keterangan yang jujur saat klaim asuransi serta membaca
polis secara keseluruhan .

Kata Kunci : Perjanjian Asuransi, Nasabah, AXA Mandiri Cabang Kota
Pekanbaru

Xiv



BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini usaha perasuransian berkembang sangat pesat, salah satunya yang
terjadi di Indonesia. Saat menjalani kehidupan, manusia dihadapkan dengan suatu
keputusan yang dipenuhi dengan risiko. Risiko merupakan kemungkinan kerugian
yang akan dialami oleh seseorang yang diakibatkan oleh bahaya

Manusia tidak mengetahui kapan persis kerugian akan menimpa dirinya,
beberapa orang sangat peduli dan menyadari apabila risiko tersebut benar-benar
terjadi sudah pasti akan menimbulkan kerugian baik terhadap tubuh ataupun
hartanya. Oleh karena itu, orang tersebut perlu mendapatkan perlindungan dari pihak
lain yang bersedia menanggung kerugian akibat risiko yang akan diderita suatu hari,
kegiatan inilah yang disebut asuransi.*

Berdasarkan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang
Penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu
premi, untuk memberikan suatu penggantian kepadanya karena suatu kerugian,
kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan
dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Suatu perjanjian asuransi dapat
terlaksana bila di dalam perjanjian tersebut terdapat suatu objek yang dijadikan bahan

untuk terjadinya suatu hubungan hukum. Objek hukum vyaitu segala sesuatu

! A. Junaedy Ganie, Hukum Asuransi Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, him. 56



yang berguna bagi subjek hukum dan menjadi sasaran atau objek dari hubungan
hukum karena dapat dikuasai. Objek hukum, umumnya berupa benda (zaak) yang
dalam hukum dibedakan atas; benda bergerak dan benda tak bergerak, benda
berwujud dan tak berwujud.?

Saat ini asuransi tidak lagi dipandang sebagai sesuatu hal yang asing bagi
masyarakat. Asuransi mempunyai kedudukan penting bahkan telah menjadi
bagian dari masyarakat, mengingat selain berfungsi sebagai lembaga jaminan dan
perlindungan, asuransi juga dipandang mampu melancarkan aktifitas didalam
dunia perdaganan. Secara Yuridis perdagangan suransi di Indonesia telah diatur
dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian.
Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang
UU Usaha Perasuransian atau pertanggungan diartikan sebagai perjanjian antara
dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada
pihak tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan
penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan
keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga
yang mungkin akan diderita oleh tertanggung.®

Sebagai jenis perjanjian, asuransi termasuk kedalam jenis perjanjian timbal
balik yang berarti bahwa pihak pertama berkewajiban melakukan perbuatan
hukum terhadap pihak kedua, begitu juga sebaliknya. Dalam hal asuransi, pihak

penanggung mengikatkan diri untuk membayar sejumlah uang kerugian tertentu

2 A. Hasymi Ali, Bidang Usaha Asuransi, Bumi Aksara, Jakarta, 2002, him.77
® A. Djunaedy Ganie, Hukum Asuransi Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, him. 56.



kepada pihak tertanggung sedangkan pihak tertanggung mengikatkan diri untuk
membayar sejumlah premi kepada pihak penanggung.*

Pada saat pelaksanaan perjanjian asuransi, keterangan jujur dari pihak
tertanggung sangat penting bagi perusahaan asuransi mengingat dari keterangan
tersebutlah kemudian dapat dianalisa risiko obyek tanggungan sehingga bayaran
premi yang harus dibayar dapat ditentukan. Selain itu keterangan jujur menjadi
salah satu syarat yang harus dipenuhi sebelum perjanjian asuransi dibuat secara
konkrit dalam bentuk polis.

Prinsip itikad baik sebagai dasar dibentuknya sebuah perjanjian asuransi
merupakan hal yang sangat penting. Dalam pengajuan klaimnya, pihak
merugikan salah satu pihak. Hal ini diatur didalam Pasal 251 Kitab Undang-
Undang Hukum Dagang yang menjelaskan bahwa persetujuan-pesetujuan harus
dilaksanakan dengan prinsip itikad baik.

Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai itikad baik tersebut. Oleh karena
itu, untuk dapat memahami pengertian itikad baik secara jelas harus dilihat
penafsiran itikad baik dalam praktiknya. Dikatakan demikian karena pada umunya
sengketa mengenai itikad baik dalam praktiknya hampir selalu diselesaikan di
pengadilan. Termasuk ada salah satu yang dialami nasabah Agung Setiawan
asuransi yang mengambil produk kesehatan sekaligus investasi asuransi sejahtera
mapan Axa Mandiri, berdasarkan wawancara pra penelitian penulis Dayana Selpia

Finance advisor axa Mandiri menjelaskan bahwa Ketika mendapat permintaan

* Adrian Hasymi, 1993, PengantarAsuransi, EdisiPertama, Rajawali, Jakarta, him 48



penutupan polis salah satu produk axa mandiri yakni asuransi sejahtera mapan
dari beberapa nasabah, selaku Finance Advisor dirinya telah menjelaskan bahwa
konsekuensi penutupan polis sebelum jangka waktu yang disepakati terdapat
beberapa potongan dan hal tersebut yang sering menjadi masalah dikarenakan
nasabah tidak terima dan minta seluuruh dananya selama sekian tahun sampai
pada penutupan diajukan dikeluarkan semua, dengan alasan Finance Advisor
sebelumnya tidak ada menjelaskan konsekuensi yang disampaiakan terkait
pemotongan. Saat ditawarkan produk tersebut pihak asuransi tidak menyampaikan
jika asuransi yang dipilihnya dengan jangka waktu 10 tahun dilakukan klaim atau
penutupan polis sebelum masa 10 tahun terdapat pemotongan yang jumlahya
dinilai merugikan, pihak asuransi hanya berfokus pada jaminan produk terkait
kesehatan dan juga terdapat investasi, yang mana jika dalam 10 tahun baru
dilakukan penutupan polis permi yang dibayarkan akan mendapat persentase
tambahan.

Pihak uransi dengan itikad tidak baik dinilai hanya berupaya untuk menarik
nasabah saja untuk memilih produk asuransi tanpa menjelelaskan lebih rinci.
Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul
“Pelaksanaan Penerapan asas itikad baik dalam perjanjian asuransi sejahtera
mapan AXA mandiri cabang kota Pekanbaru”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pelaksanaan penerapan asas itikad baik dalam

perjanjian asuransi sejahtera mapan AXA mandiri cabang Kota

Pekanbaru ?



2. Bagaimana hambatan penerapan asas itikad baik dalam perjanjian

asuransi sejahtera mapan AXA mandiri cabang Kota Pekanbaru ?

3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan

penerapan asas itikad baik dalam perjanjian asuransi sejahtera mapan

AXA mandiri cabang Kota Pekanbaru ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari penelitian diatas, penelitian ini memiliki tujuan yang

ingin dicapai dari kegiatan penelitian.

a.

Untuk menjelaskan penerapan asas itikad baik dalam perjanjian
asuransi sejahtera mapan AXA mandiri cabang Kota Pekanbaru.
Untuk menjelaskan hambatan penerapan asas itikad baik dalam
perjanjian asuransi sejahtera mapan AXA mandiri cabang Kota
Pekanbaru.

Untuk menjelaskan upaya yang dilakukan untuk mengatasi
hambatan Penerapan asas itikad baik dalam perjanjian asuransi

sejahtera mapan AXA mandiri cabang Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

a.

Penelitian diajukan guna melengkapai persyaratan memperoleh
gelar sarjana hukum di Universitas Lancang Kuning Pekanbaru;
Penelitian ini dapat berguan sebagai penambah khasanah ilmu
khususnya terkait penerapan asas itikad baik dalam perjanjian

asuransi sejahtera mapan AXA mandiri cabang Kota Pekanbaru:



c.  Penelitian ini dapat berguna bagi pihak terkait yang
berhubungan dengan penelitian dalam mengambil kebijakan;
D. Kerangka Teori

Sebagai landasan untuk membahas permasalahan penelitian maka
diperlukan landasan teori. Landasan teori sebagai landasan berfikir yang
bersumber dari suatu teori yang sering diperlukan sebagai tuntunan untuk
memecahkan berbagai permasalahan dalam sebuah penelitian. Landasan teori
merupakan upaya untuk mengidentifikasi teori—teori hukum, konsep-konsep
hukum, asas-asas hukum, serta norma-norma hukum.

Untuk mengkaji permasalah hukum secara mendetail diperlukan beberapa
teori yang merupakan rangkaian asumsi, konsep, definisi, untuk mengembangkan,
menekankan serta menerangkan suatu gejala sosial secara sistematis. Suatu teori
adalah hubungan antara dua fakta atau lebih, atau pengaturan fakta menurut cara-
cara tertentu fakta tersebut merupakan suatu yang dapat diamati dan pada
umumnya dapat diuji secara empiris, oleh sebab itu dalam bentuknya yang paling
sederhana, suatu teori merupakan hubungan antara dua variable atau lebih yang
telah diuji kebenarannya.’

Teori hukum adalah cabang ilmu hukum yang membahas atau menganalisis
tidak sekedar menjelaskan atau menjawab pertanyaan atau permasalahan secara
kritis ilmu hukum maupun hukum positif dengan menggunakan interdisipliner.
Jadi, tidak hanya menggunakan metode sintesis saja. Dikatakan secara Kritis

karena pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan teori hukum tidak cukup

% Soerjono Soekamto, 2001, Sosiologi Suatu Pengantar, PT. Raja Gravindo Persada, Jakarta, him
30.



dijawab secara “otomatis” oleh hukum positif karena memerlukan argumentasi

atau penalaran.®

1.

Teori Itikad Baik Dan Rasional

Menurut Pitlo, terjadi hubungan yang erat antara ajaran iktikad
baik dalam pelaksanaan perjanjian dan teori kepercayaan pada saat
perjanjian terjadi.24 Iktikad baik (Pasal 1338 ayat 3) dan kepatutan
(Pasal 1339) umumnya disebutkan secara senafas, dan H.R dalam
putusan tanggal 11 Januari 1924 telah sependapat bahwa apabila hakim
setelah menguji dengan kepantasan dari suatu perjanjian tidak dapat
dilaksanakan maka berarti perjanjian itu bertentangan dengan ketertiban
umum dan kesusilaan.

Lebih penting lagi Pasal 1338 ayat 3 dan Pasal 1339 sebagai alat
pengontrol apakah itikad baik dan kepatutan dipenuhi atau tidak dalam
soal “nasihat mengikat” (binded advises) yaitu menyerahkan suatu
perselisinan yang timbul dari pihak-pihak kepada suatu perwasitan
(Arbitrage) dan soal putusan pihak (Partij Beslissing) vyaitu
menyerahkan suatu perselisihan yang timbul dari pihakpihak kepada
salah satu pihak yang telah dituangkan dalam perjanjian, juga dalam hal
adanya “perubahan anggaras dasar” dari suatu badan hukum yaitu
apakah karena perubahan itu terdapat pelaksanaan yang patut daripada
perjanjian pendirian badan hukum Iktikad baik dan kepatutan dapat pula

merubah atau melengkapi Perjanjian. Bahwa perjanjian itu tidak hanya

6

Sudikno Mertokusumo,2012, Teori hukum (edisi revisi), Cahaya atma pustaka,

Yogyakarta, him 87



ditentukan oleh para pihak dalam perumusan perjanjian tetapi juga

ditentukan oleh iktikad baik dan kepatutan, jadi iktikad baik dan

kepatutan menentukan isi dari perjanjian itu.” Pasal 251
KUHD menentukan bahwa se- mua pemberitaan yang salah atau tidak
benar atau penyembunyian keadaan-keadaan yang diketahui oleh si
tertanggung, betapapun jujur- nya itu terjadi pada pihaknya yang bersifat
sedemikian rupa sehingga perjanjian tidak akan diadakan atau diadakan
dengan syarat-syarat yang sama

2. Teori Hukum perjanjian

Teori hukum itu digunakan untuk menentukan, menilai gejala
hukum pada dasarnya agar perkembangan hukum itu sesuai dengan dasar
hukum positif. Tugas setiap akademisi hukumlah untuk selalu
memperbaharui hukum agar sesuai dengan perkembangan masyarakat.
Seperti yang dikatakan Bellefroid yaitu dalam bidang ilmu hukum terdapat
politik hukum yang memiliki fungsi menyelidiki perubahan-perubahan
apakah yang harus diadakan pada hukum yang ada sekarang supaya dapat
memenuhi kebutuhan masyarakat.

Tolok ukur asas ini dapat dilihat sejauh mana para pihak
mendapatkan perlindungan hukum apabila timbul masalah dalam
pelaksanaan perjanjian. Dalam penyelesaiannya masih sering tidak
menerapkan asas-asas perikatan yang baik yang diatur dalam hukum

perjanjian. dalam pembuatan perjanjian perlu diketahui hal-hal apa saja

7 Amirah, Ahmadi Miru, Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Dalam Perjanjian
Kerjasama, Jurnal Pasca Unhas,him. 4



yang harus diperhatikan atau dipenuhi dalam membuat perjanjian dan
bagaimana peranan asas-asas hukum perjanjian dalam mewujudkan tujuan
perjanjian. Hal ini dapat diwujudkan, antara lain dengan memberikan
perlindungan bagi para pihak, terutama pihak yang dirugikan. Peranan
asas-asas dalam hukum perjanjian harus ditegakkan untuk mewujudkan
keadilan.

Pasal 1313 KUHPerdata mengatur bahwa suatu perjanjian adalah
suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya
terhadap satu orang lainnya. Pasal ini menerangkan secara sederhana
tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua
pihak yang saling mengikatkan diri. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu
lengkap, tetapi dengan pengertian ini sudah jelas bahwa dalam perjanjian
itu terdapat satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak lain.?

Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah suatu hubungan
hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk
menimbulkan akibat hukum. Maksudnya, kedua pihak tersebut sepakat
untuk menentukan peraturan atau kaidah atau hak dan kewajiban yang
mengikat mereka untuk ditaati dan dilaksanakan. Kesepakatan
tersebutadalah untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu menimbulkan hak
dan kewajiban, sehingga apabila kesepakatan itu dilanggar maka akan ada

akibat hukumnya atau sanksi bagi si pelanggar.’

® Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai
1456 BW), (Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2011) him. 63.

° Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), (Yogyakarta, Liberti,
1986). H. 97-98.



3.

Teori Konsensualitas

Kata sepakat dalam suatu perjanjian dapat diperoleh melalui
suatu proses penawaran (offerte) dan penerimaan (acceptatie). Istilah
penawaran (offerte) merupakan suatu pernyataan kehendak yang
mengandung usul untuk mengadakan perjanjian, yang tentunya dalam
penawaran tersebut telah terkandung unsur esensialia dari perjanjian
yang akan dibuat. Penerimaan (acceptatie) sendiri merupakan
pernyataan kehendak tanpa syarat untuk menerima penawaran tersebut.

Kata sepakat dapat diberikan secara tegas maupun diam-diam.
Secara tegas dapat dilakukan dengan tertulis, lisan maupun dengan
suatu tanda tertentu. Cara tertulis dapat dilakukan dengan akta otentik
maupun dengan akta di bawah tangan.

Mengenai kapan saat terjadinya kata sepakat, terdapat 4 (empat)
teori yang menyoroti hal tersebut, yaitu :

Teori Ucapan (Uitings Theorie)

Teori ini berpijak kepada salah satu prinsip hukum bahwa suatu
kehendak baru memiliki arti apabila kehendak tersebut telah
dinyatakan. Menurut teori ini, kata sepakat terjadi pada saat pihak yang
menerima penawaran telah menulis surat jawaban yang menyatakan ia
menerima surat pernyataan. Kelemahan teori ini yaitu tidak adanya
kepastian hukum karena pihak yang memberikan tawaran tidak tahu
persis kapan pihak yang menerima tawaran tersebut menyiapkan surat

jawaban.
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2. Teori Pengiriman (verzendings Theorie)

Menurut teori ini, kesepakatan terjadi apabila pihak yang
menerima penawaran telah mengirimkan surat jawaban atas penawaran
yang diajukan terhadap dirinya. Dikirimkannya surat maka berarti si
pengirim kehilangan kekuasaan atas surat, selain itu saat pengiriman
dapat ditentukan dengan tepat. Kelemahan teori ini yaitu kadang terjadi
perjanjian yang telah lahir di luar pengetahuan orang yang melakukan
penawaran tersebut, selain itu akan muncul persoalan jika si penerima
menunda-nunda untuk mengirimkan jawaban.

3. Teori Penerimaan (Ontvangs Theorie)

Menurut teori ini, terjadi pada saat pihak yang menawarkan

menerima langsung surat jawaban dari pihak yang menerima tawaran.
4. Teori Pengetahuan (Vernemings Theorie)

Teori ini berpendapat bahwa kesepakatan terjadi pada saat
pihak yang melakukan penawaran mengetahui bahwa penawarannya
telah diketahui oleh pihak yang menerima penawaran tersebut.
Kelemahan teori ini antara lain memungkinkan terlambat lahirnya
perjanjian karena menunda-nunda untuk membuka surat penawaran
dan sukar untuk mengetahui secara pasti kapan penerima tawaran
mengetahui isi surat penawaran.

Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan kesepakatan
maka perlu dilihat apa itu perjanjian, dapat dilihat pasal 1313

KUHPerdata. Menurut ketentuan pasal ini, perjanjian adalah suatu
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perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya
terhadap satu orang lain atau lebih”.

Sebab Kesepakatan atau kata sepakat merupakan bentukkan
atau merupakan unsur dari suatu perjanjian (Overeenkomst) yang
bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dimana pihak-pihak yang
mengadakan suatu perjanjian mencapai suatu kesepakatan atau
tercapainya suatu kehendak. Kata sepakat sendiri bertujuan untuk
menciptakan suatu keadaan dimana pihak-pihak yang mengadakan
suatu perjanjian mencapai suatu kehendak. Menurut Van Dunne, yang
diartikan dengan perjanjian, adalah : “suatu hubungan hukum antara
dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan
akibat hukum.”

Menurut Riduan Syahrani bahwa : “Sepakat mereka yang
mengikatkan dirinya mengandung bahwa para pihak yang membuat
perjanjian telah sepakat atau ada persetujuan kemauan atau menyetujui
kehendak masing-masing yang dilakukan para pihak dengan tiada
paksaan, kekeliruan dan penipuan”. Jadi yang dimaksud dengan
kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang
atau lebih dengan pihak lainnya.

Azas Consensualitas mempunyai pengertian Yyaitu pada
dasarnya perjanjian terjadi sejak detik tercapainya kesepakatan, dimana
perjanjian tersebut harus memenuhi persyaratan yang ada, yaitu yang

tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Perjanjian seharusnya adanya
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kata sepakat secara suka rela dari pihak untuk sahnya suatu perjanjian,
sesuai dengan ketentuan Pasal 1321 KUHPerdata yang mengatakan
bahwa : Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena
kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau tipuan. Dengan
demikian jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat-syarat subyektif,
maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, sedangkan jika suatu
perjanjian yang dibuat oleh kedua pihak tidak memenuhi syarat
objektif, maka perjanjian itu adalah batal demi hukum.
Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode hukum
sosiologis dengan pendekatan kasus yaitu melakukan penelitian dengan
menggambarkan dan menganalisa fakta-fakta yang secara nyata diperoleh
atau dilihat pada saat penelitian ini dilakukan di lapangan dengan metode
wawancara
2. Lokasi Penelitian
Penelitan ini dilakukan di wilayah hukum Kota Pekanbaru, khususnya
di kantor cabang Axa Mandiri di pekanbaru
3. Populasi
a. Populasi
1)  Nasabah Axa Mandiri cabang Kota Pekanbaru
2)  Finance Advisor Axa Mandiri cabang Kota Pekanbaru

3)  Pakar Hukum Asuransi
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b.  Sample
1)  Metode random (random sampling)

Metode yang digunakan dalam penarikan sample antara lain
Random sampling yaitu bagian dari individu (sampel) yang dipilih dari
kelompok yang lebih besar (populasi). Setiap individu dipilih secara acak
dan seluruhnya secara kebetulan, sehingga setiap individu memiliki
probabilitas yang sama untuk dipilih pada setiap tahap selama proses
pengambilan sampel.’® Populasi nasabah asuransi  berjumlah 10 sampel
diambil 10, populasi Fiananca Advisor axa Mandiri berjumlah 2 sampel
diambil 2, populasi masyarakat umum 10 sampel yang diambil 10.

Adapun sample sebagai berikut :

Tabel 1.1

Populasi dan Sampel

No Jenis Populasi Jumlah_ Jumlah Persentase
Populasi Sampel (%)

Nasabah Asuransi  Axa

1 Mandiri Cabang Kota 10 2 30
Pekanbaru
Finance  Advisor axa

2 Mandiri cabang Kota 10 2 20
Pekanbaru
Finance  Advisor axa

3 Mandiri cabang Kota 1 1 100

Pakar Hukum Asuransi

19 https://en.wikipedia.org/wiki/Simple_random_sample, diakses pada tanggal 04 Agustus
2023 pukul 10.50
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4. Sumber Data
Sumber data yang diambil dari peneitian ini diambil dari data primer
dan data sekunder.
a. Data primer
Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber data yang
ada di lapangan, sumber data primer peneliti diperoleh dengan cara
mewawancarai dilapangan secara langsung.
b.  Data sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan
yang bersifat mendukung data primer, sumber data sekunder diperoleh
dengan mempelajari, memahami buku-buku, artikel, jurnalis ilmiah,
litelatur yang ada hubungannya dengan judul penelitian, dan tulisan
para pakar atau cendekiawan yang ada hubungannya dengan objek
penelitian. Penelitian menggunakan data sekunder ini untuk
memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah
dikumpulkan melalui observasi dan wawancara langsung kepada para
informan.
5.  Teknik pengumpulan data
Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah wawancara,
observasi dan kajian kepustakaan. Teknik penelitian ini adalah:
b.  Observasi
Peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek

yang ditelitiseperti nasabah dan Finance advisor axa mandiri.
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c. Wawancara
Peneliti melakukan wawancara terstrukur secara mendalam
terkait dengan permasalahan
d. Kajian Pustaka
Data yang diperoleh bersumber dari buku jurnal dan salinan
peraturan terkait lainnya.
6.  Analisis data
Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data
kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan
tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Jadi dalam analisis data
bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh. Setelah
data dari lapangan terkumpul, maka penulis akan mengelola dan
menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif
kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan
bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya
menjadi satuan yang dapat di kelola, mensistensikannya, mencari dan
menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari,

dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

1. Penerapan asas itikad baik dalam perjanjian asuransi sejahtera mapan
Axa Mandiri cabang Kota pekanbaru belum berjalan sebagaimana
mestinya, hal ini dapat dilihat dari perselisihan yang muncul antara
nasabah dengan pihak asuransi yang mana saat melakukan Kklaim
terkait penutupan polis nasabah merasa jumlah klaim yang diterima
tidak sesuai denga napa yang diperjanjikan dan tidak pernah ada
pemberitahuan terkait adanya pemotongan jika penutupan polis
dilakukan sebelum jangka waktu.

2. Hambatan dalam Penerapan asas itikad baik dalam perjanjian asuransi
sejahtera mapan Axa Mandiri cabang Kota pekanbaru muncul dari
factor internal yaitu adanya perbuatan FA (Finance Advisor) yang
dengan itikad buruk menyampaikan point terkait polis secara tidak
menyuluruh dan hanya yang menguntungkan nasabah saja sehingga
terjadi kesalahan dalam pemahaman. Faktor eksternal yaitu nasabah
yang tidak membaca polis asuransi secara menyeluruh

3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam Penerapan
asas itikad baik dalam perjanjian asuransi sejahtera mapan Axa
Mandiri cabang Kota pekanbaru dari factor internal yaitu pihak axa

menjatuhkan sanski kepada FA baik secara ringan berupa teguran
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maupun berat berupa pemecatan. Dari faktor eksternal dengan

membaca serta memahami polis asuransi secara menyeluruh.

B. Saran

1. Seharusnya terhadap setiap pekerjaan FA dilakukan konfirmasi
ulang kepada nasabah dan penyampaian point secara keseluruhan
terkait polis asuransi

2. Adanya pemberian kompensasi dari pihak internal terhadap eksternal
terkait permasalahn tersebut untuk meningkatkan kepercayaan
nasabah

3. Nasabah harus lebih jeli dan teliti dalam memahami produk serta
membaca setia tulisan kecil yang terdapat dalam polis asuransi , dan
pihak asuransi untuk kedepannya membuat format perjanjian dengan

tulisan yang lebih jelas.
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